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STUDI TENTANG PERAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DALAM PENERTIBAN GELANDAGAN,
PENGEMIS DAN ANAK JALANAN
DI KOTA SAMARINDA

Meliani*

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, bertempat di
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, wawancara dan
dokumentasi. Narasumber penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Trantibum,
Kasi Bidang Penyidik dan Penyelidikan serta beberapa anggota Satpol PP
Kota Samarinda. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Satpol PP berperan
dalam melakukan pendataan, penertiban gelandagan, pengemis dan anak
jalanan dan memberikan pembinaan kepada anak jalanan sebagai motivator,
penyuluhan serta penyaluran kepada Instansi terkait dan juga beberapa faktor
pengahambat dalam melakukan penertiban gelandagan, penegemis dan anak
jalanan. Selain itu kurang tegasnya dalam pemberian sanksi atau efek jera
kepada para anak jalanan maupun para pengarah anak jalanan, dan
kurangnya sosialisai terkait larangan masyarakat memberikan uang kepada
gelandagan, pengemis dan anak jalanan sesuai dengan Peraturan Daerah No.
16 Tahun 2002 tentang penertiban dan penangulangan gelandagan, pengemis
dan anak jalanan.

Kata Kunci: peran, Satuan Polisi Pamong Praja, penertiban gelandagan,
pengemis dan anak jalanan

Pendahuluan

Sesuai dengan amanant Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik
Indonesia di dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas
pembantu. Pemberian otonomi luas Kepada Daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui otonomi luas,
Daerah diharapakan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta
potensi dan keragaman Derah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Seiring dengan era reformasi dan globalisasi saat ini harus diakui
gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat cenderung meningkat, salah
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satu upaya penting untuk mengatasinya yaitu sangat diperlukan peningkatan
kualitas aparat keamanan yang kuat. Tidak hanya dapat menjalankan tugas
dengan baik, tapi juga dapat memberikan contoh, sikap, kepribadian dan
tingkah laku yang baik di dalam msayarakat. Masyarakat adalah seluruh
manusia Indonesia, baik sebagai individu/perorangan maupun sebagai
kelompok wilayah Hukum Indonesia dalam hubungan sosial guna mencapai
ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ketentraman masyarakat adalah suatu
keadaan dimana Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara
tentram dan nyaman ketertiban umum merupakan suatu keadaan dimana
Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.

Penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat dimaksud untuk
mewujudkan tata kehidupan masyarakat samarinda yang tertib, tentram,
nyaman, bersih dan indah sehingga diperlukan adanya pengaturan bidang
ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat, serta sarana dan
prasarana. Penyelenggaran ketertiban dan ketentraman masyarakat bertujuan
untuk pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan
masyarakat dan diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketertiban
dan ketentraman masyarakat dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan
ketertiban dan ketentraman dan kenyamanan. Sasaran disusunnya petunjuk
teknis Operasional Satuan Polisi Pamong Praja sekota Samarinda adalah
terciptanya Ketentraman dan ketertiban masyarakat sebaik-baiknya.

Salah satu tujuan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan Pemerintah oleh
Pemerintah Daerah adalah menjamin kepastian Hukum, menciptakan serta
memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Penegakan peraturan daerah
merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat,
dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemapuan untuk menangani berbagai
pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban umum. Dalam rangka
penegakan peraturan daerah, dalam hal ini kewenagan tersebut di emban oleh
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan Polisi Pamong Praja
mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi
daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggara roda
pemerintahan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan
kegiatannya dengan aman.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 disebutkan pada pasal 5
bahwa kewenangan Polisi Pamong Praja adalah : a) menertibkan dan menindak
warga masyarakat atau badan hukum yang menggangu ketentraman dan
ketertiban umum ; b) melakukan pemerikasaan terhadap warga atau Badan
Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan keputusan
Kepala Daerah; c¢) melakukan tindakan reprensif non yustisial terhadap warga
masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan
Daerah dan keputusan Kepala Daerah.

Perubahan struktur organisasi selanjutnya disebut perangkat daerah yang
semula sebagai promotor pembangunan menjadi fasilitator dan palayan
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masyarakat merupakan titik anjak penelitian ini. Penelitian ini merupakan
indikator yang baik bagi peningkatan kinerja perangkat Daerah sebagai ujung
tombak pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Semua masalah keamanan tidak semata-mata menjadi tanggungjawab
aparat keamanan tetapi juga menjadi tanggungjawab masyarakat. Tidak
menutup  kemungkinan warga masyarakat yang berpikiran sempit
memanfaatkan era perubahan saat ini untuk kepentingan pribadi, karena peran
keamanan khusunya Satpol PP sudah baik tetapi hal tersebut hendaknya perlu
lebih ditingkatkan dan tentunya dengan berbagai teknik. Perpaduan yang sangat
tangguh dalam mengatasi masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Kerangka Dasar Teori
Peran

Pada umumnya peran dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi
bagian atau pemegang kedudukan yang utama dalam terjadinya sesuatu hal,
kegiatan atau peristiwa dalam kehidupan kemasyarakatan berdasarkan norma
atau peraturan tertentu.

Menurut Soekanto (2005:244) Peran adalah suatu konsep tentang apa
yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga
dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial
masyarakat. Peranan adalah wujud dari pelaksanaan segala hak dan kewajiban
baik dalam kehidupan organisasi maupun dalam kehidupan masyarakat. Jadi
peranan merupakan segala aktivitas atau kegiatan seseorang atau individu yang
melaksanankan fungsi dalam kehidupan organisasi atau masyarakat.

Konsep peran sangat penting dalam pembinaan organisasi, karena dari
peran tersebut dapat diketahui jalur utama yang menghubungkan antara
individu dengan organisasi. Menurut Mifta Thoha (2003:80) “ Semakin kita
bisa memahami peranan, maka semakin Kkita dapat memahami tepatnya
keselarasan atau integrasi atara kebutuhan-kebutuhan individu dengan tujuan
dan misi organisasi”.

Peranan dilakukan oleh seseorang individu untuk menempati kedudukan
sosial tertentu. Didalam peranan ditentukan oleh norma-norma di dalam
masyarakat. Di dalam peranan terdapat 2 (dua) macam harapan (dalam
Berry,1982; hal 107), yaitu :

1. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau
kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan
2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap

“masyarakat” atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya

dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannaya.

Pelayanan Publik
Pada hakekatnya pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai seragkaian
aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.
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Pengguna atau pelanggan yang dimaksud disini adalah Warga Negara yang
membutuhkan pelayanan Publik. Pelayanan publik ditunjukan kepada
masyarakat dimana masyarakat dilayani oleh Pemerintah dalam hal ini aparatur
penyelenggara pemerintah, pemerintah tidak diadakan untuk melayani dirinya
sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang
memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan
Kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 mendefinisikan
pelayanan publik adalah segala kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undagan
bagi setiap Warga Negara dan penduduk atas barang dan jasa, dan atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Sedangkan pelayanan publik menurut Mahmudi (2005:229) mengatakan bahwa
pelayanan publik adalah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan
pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undagan.

Menurut Mertin Jr. Dalam Kurniawan (2005:73) karakteristik aparatur
pemerintah dalam memberikan pelayanan sesuai tuntutan good governance
diantaranya :

1. Equity

Perlakukan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini didasarkan

atas tipe pelaku birokrasi yang secara konsisten memberikan pelayanan

yang berkualitas kepada semua pihak tanpa memandang aflisisasi politik,
status sosial dan sebagainya.
2. Equality

Perlakuan yang sama kepada masyarakat tidak cukup. Selain itu juga

perlakuan adil, untuk itu masyarakat pluralistik kadang-kadang

diperlukan perlakuan yang sama.
3. Accountability

Setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggungjawab atas

apapun yang dikerjakan dan harus menghindarkan diri dari sinderoma

“saya hanya melaksanakan perintah atasan”.

Sehingga dalam hal ini keprofesionalan pemeberi pelayanan
(aparatur/birokrat) tidak hanya terlihat saat pemberi pelayanan dapat
melaksanakan pekerjaannya dengan baik, dapat selesai dapat tepat waktu dan
mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat. Akan tetapi bagaimana
manajemen organisasi penyelenggara pelayanan tersebut, sehingga pelayanan
dapat dikerjakan dengan efektif dan efisien.

Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Surianigrat (1980:20) “ Satuan Polisi Pamong Praja adalah
satuan perangkat atau pejabat pemerintah yang ada di daerah yang tugasnya
adalah melaksnakan urusan pemerintah umum atau Pemerintah Pusat. Sealin itu
juga, pengertian Satuan Polisi Pamong Praja menurut UU Nomor 05 Tahun
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1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah adalah perangkat wilayah
yang bertugas membantu kepala wilayah dalam menyelenggarakan
Pemerintahan umum khususnya dalam melaksankan wewenang, tugas dan
kewajiban di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional
sesuai dengan standar operasional prosedur Satpol PP meliputi :
1. Standar operasional prosedur penegakan peraturan daerah
2. Standar operasional prosedur Kketertiban umum dan ketentraman
masyarakat
3. Standar operasional prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan
kerusuhan masa
4. Standar operasional prosedur pelaksanaan pengawalan pejabat atau
orang-orang penting
5. Standar operasional prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting
6. Standar operasional prosedur pelaksanaan operasional patroli
Syarat yang harus dimiliki oleh petugas pembinaan ketentraman dan
ketertiban umum ;
1. Setiap petugas harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang
PERDA dan Peraturan Perundang-undangan
Dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan bahasa baik dan benar
Berwibawa, penuh percaya diri dan bertanggungjawab
Sanggup menerima saran dan Kritik dari masyarakat
Memiliki suri tauladan yang dapat dicontoh oleh aparat Pemerintah
daerah.
Sebagai penyelenggara pemerintah daerah dan penegakkan peraturan
daerah aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP ) berwenang dalam
melakukan tindakan :
a. Melakukan tindakan Non Yustisial terhadap warga masyarakat yang
melakukan pelangaran atas Perda/Peraturan Kepala Daerah
b. Menindak warga masyarakat, atau badan Hukum yang menganggu
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan
masyarakat
d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur
atau badan Hukum yang melakukan pelanggaran atau Perda/Peraturan
Kepala Daerah.

agkrwn

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain bahwa ketentraman adalah keamanan,
kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan Kketertiban adalah keteraturan,
keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran
pekerjaan. Pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan
yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan sehingga daerah-daerah aman
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dan orang-orang di Daerah tersebut sesuai Peraturan yang beraku,
menyebabkan kelancaran pekerjaan.

Sedangakan menurut Ermaya Suradinata ketentraman dan ketertiban
masyarakat merupakan suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat
melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Keamanan dan ketertiban
ini dapat terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam
maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya dan
faktor dari bidang ekonomi dan keuangan.

Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan Kota Samarinda

Keberadaan gelandagan, pengemis dan anak jalanan di Kota Samarinda
tidak lagi menjadi sesuatu yang sulit untuk ditemukan, Gelandagan, Pengemis
dan anak jalanan ini juga dapat di jJumpai ditempat-tempat umum seperti daerah
tepian, tempat-tempat perbelanjaan tradisional ( pasar pagi, pasar segiri, pasar
merdeka, pasar kedondong ) serta warung-warung pinggiran jalan dan daerah
perempatan lampu merah di jantung Kota ( perempatan lembuswan, air hitam,
agus salim, imam bonjol, meranti, griliya, dan cendrawasih).

Rutinitas anak jalanan ditempat-tempat umum tersebut bermotif ekonomi.
Mereka turun kejalan demi mendapatkan pengahasilan ekonomi atau sekedar
belas kasihan dari pengguna tempat-tempat umum tersebut dengan sumbangan
ala kadarnya, berbagai cara dilakukan untuk menarik perhatian para pengguna
fasilitas umu tersebut seperti; penjual koran, pedagang asongan, tukang berdih-
bersih mobil,pengamen dan pengemis.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif
deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan atau menggambarkan semua
peristiwa penelitian yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan masalah yang
telah di rumuskan pada perumusan masalah, dimana penelitian ini dilakukan di
Kantor Satpol PP Kota Samarinda, dengan waktu penelitian diadakan pada
bulan Oktober 2016.

Penelitian ini menggunakan purposive sampling dan sumber data di dapat
menggunakan data primer yang di peroleh langsung dengan melakukan
wawancara secara langsnung dengan Key Informant dan Informan berjumlah 4
orang, dan data sekunder di dapat dengan melihat dokumen-dokumen maupun
buku-buku yang relevan dengan focus penelitian.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian
kepustakaan yang didapat dari buku-buku yang memuat tentang teori dan yang
berkaitan dengan penelitian ini, dan penelitian lapangan dengan teknik
obeservasi, wawancara, dokumentasi dan dokumen-dokumen yang masih
terkait dengan penelitian ini.

Teknik analisi data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis
data kualitatif deskriptif yang menjabarkan atau melukiskan data dan fakta.
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Hasil dan Pembahasan
Peran Satpol PP dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban
Gelandagan, Pengemis dan Anak Jalanan

Sesuai dengan Perda No. 16 tahun 2002 dalam penertiban dan
penanggulangan gelandagan, pengemis dan anak jalanan wilayah Kota
Samarinda, Satpol PP berupaya membantu Pemerintah Daerah dalam
menuntaskan masalah anak jalanan yang ada di Kota Samarinda dengan
dilakukannya razia secara rutin. Dimana dalam Perda tersebut bahwa
gelandagan, pengemis dan anak jalanan dilarang berada dijalan-jalan umum
mauoun persimpangan jalan untuk melakukan aktivitas pengemisan atua
dengan cara apapun untuk mendapat belas kasihan dari orang lain. Sejauh ini
Satpol PP telah melakukan tugasnya berdasarkan Perda tersebut dimana
dilakukanya Patroli mulai dari pagi hingga malam hari setiap 6 jam sekali. Hal
tersebut adalah tindakan yang diambil untuk tetap mengawasi daerah-daerah
yang memang dilarang untuk pengemis dan anak jalanan untuk melakukan
kegiatannya.

Melakukan Pendataan

Pendataan yang dilakukan terhadap gelandagan, pengemis dan anak
jalanan dilakukanya razia guna mengidentifikasi untuk memperoleh data secara
jelas mengenai identitas para gelandagan, pengemis dan anak jalanan karena,
sebagian dari anak jalanan tersebut berada dari luar daerah Kota Samarinda
seperti dari daerah Pulau Jawa dan Sulawesi, informasi yang berhasil diperoleh
bertujuan untuk menentukan arah tindakan selanjutnya yang akan diambil
untuk menangani pengemis dan anak jalanan dan langsung diserahkan kepada
Instansi yang terkait.

Satpol PP melakukan pendataan terhadap gelandagan, pengemis dan anak
jalanan untuk mengetahui identitas dan jumlah dari anak jalanan tersebut.
Pendataan dilakukan karen sebagian dari anak jalanan tersebut berasal dari luar
daerah Kota Samarinda seperti dari daerah pulau jawa dan sulauwesi,
pendataan juga dimaksudkan agar apabila mereka mengulangi perbuatannya
maka akan dibina sesuai dengan Peraturan Hukum yang berlaku. Mereka
ditangkap dan diberi pengarah tertib Hukum dan peringatan bahwa yang
mereka lakukan sudah melanggar hukum.

Melakukan Penertiban Gelandagan, Pengemis dan Anak Jalanan

Penertiban ini dilakukan dengan cara melakukan razia dengan cara
mengamankan gelandagan, pengemis dan anak jalanan dalam melakukan
aktivitasnya di jalanan, ini sebagai upaya tindakan secara langsung terhadap
aktivitas pelanggaran Peraturan Daerah Kota Samarinda No.16 Tahun 2002.
Dalam pelaksanaan razia ini tidak lepas dari pelaksanaan kegiatan pengawasan
yang dilakukan melalui kegiatan patroli atau pengawasan langsung pada lokasi
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rawan pengemis dna anak jalanan untuk mrengontrol atau mengantisipasi
terhadap munculnya kativitas gelandangan, pengemis dan anak jalanan.

Pelaksanaan razia yang dilakukan oleh Satpol PP tidak lepas dari
pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan patroli atau
pengawsan langsung pada lokasi rawan gelandagan, pengemis dan anak jalanan
untuk mengontrol atau mengantisipasi terhadap munculnya aktivitas pengemis
dan anak jalanan. Gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang terjaring razia
akan dilakukan investigasi untuk melihat adanya keterlibatan para koordinator
anak jalanan dengan cara mengintrogasi pengemis dan anak jalanan yang
terjaring razia. Dengan berbekal informasi yang didapatkan akan diambil
tindakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap koordiantor
gelandagan, pengemis dan anak jalanan.

Peran Satpol PP dalam Memberikan Pembinaan Kepada Anak Jalanan
sebagai Motivator, Penyuluhan, serta Penyaluran dengan Instansi Terkait.

Peran Satpol PP dalam memberikan pembinaan kepada anak jalanan dan
penyuluhan serta berperan sebagai motivator dalam memberikan arahan dan
pembinaan dan saling bekerjasama dengan Instansi terkait untuk dilakukannya
penanganan lebih lanjut. Pembinaan mental dilakukan guna memperbaiki sikap
dan mental para gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang bertujuan agar
menjadi lebih baik melalui pemberiaan arahan dan penyuluhan serta motivasi
sehingga bisa memunculkan kesadaran bahwa mereka memiliki potensi untuk
berkembang dan hidup lebih baik dari pada harus menggantungkan diri dengan
cara meminta-minta belas kasihan sehingga kedepannya diharapkan mereka
mampu untuk sadar dan dapat merubah perilaku selama ini menjadi individu
yang lebih baik dan berguna. Peran Satpol PP melakukan tahap inisiasi dimana
anak jalanan diberi pengertian, diberi motivasi, dan diberikan penyadaran
bahwa pilihan hidup menjadi anak jalanan itu sangat tidak baik dan berbahaya
serta meyakinkan bahwa kondisi mereka bisa diperbaiki. Maka dari itu Satpol
PP sangat berharap adanya kerjasama dengan instansi terkait dalam mengatasi
masalah anak jalanan tersebut.

Faktor Penghambat Peran Satpol PP dalam Penertiban Gelandangan,
Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Samarinda

Faktor penghamabat yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban
gelandagan, pengemis dan anak jalanan adalah karena terbatasnya sarana dan
prasaran untuk menanpung khusus anak Jalanan, serta adanya para koordinator
atau oknum, ormas orang tua dan masih banyaknya yang melindungi anak
jalanan tersebut. Selain itu permasalahannya banyak masyarakat tidak perduli
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi yang di anggap menjadi
suatu kendala, masyarakat dianggap tidak terlalu memberi kontribusi nyata dan
bisa menyalahkan Satpol PP akibat kinerja yang kurang baik, tidak hanya itu
terkadang adanya masyarakat yang coba menghalangi penertiban yang
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dilakukan Satpol PP karena kasihan terhadap gelandagan, pengemis dan anak
jalanan tersebut.

Masyarakat menilai bahwa pelaksanaan penertiban yang dilakukan masih
belum membuahkan hasil yang masksimal dari mulai ditetapkan Perda No.16
Tahun 2002 tentang penertiban dan penangulanagn gelandagan, pengemis dan
anak jlanan terbukti dari masih banyak anak jalanan yang masih kembali
kejalanan pasca dilakukannya penertiban. Jadi upaya penertiban anak jalanan
yang dilakukan oleh Satpol PP membuat masyarakat masih belum merasakan
dampak positif dan kepuasan pasca dilakukannya penertiban anak jalanan.

Kesimpulan dan Saran

Satpol PP melakukan pendataan dan pola pendekatan yang dilaksanakan
terhadap anak jalanan berupa pendekatan persuasif melalui pengembangan
kemampuan diri dan preventif yakni dengan dilakukanya razia anak jalanan
sebagai upaya langsung dalam mengurangi atau bahkan menghapus keberadaan
anak jalanan tersebut. Peran Satpol PP dalam melakukan pembinaan dan
penyuluhan serta pengarahan dan memberikan efek jera terhadap gelandanga,
pengemis dan ank jalanan belum sepenuhnya mencapai hasil yang diinginkan,
telah dilakukannya patroli setiap hari untuk menanggulangi gelandangan,
pengemis dan anak jalanan yang berkeliaran dijalanan.

Dalam melakukan penertiban, kinerja Satpol PP lebih ditingkatkan lagi
adanya ketegasnya penindakan dan pembinaan sehingga anak-anak jalanan
merasa takut dan jera untuk kembali kejalanan, serta memperluas dan
meningkatan pengawasan lokasi-lokasi yang menjadi tempat utama
berkumpulnya anak jalanan agar tidak ada ruang bagi anak jalanan untuk
melakukan aktivitasnya dijalanan.

Sesuai dengan Perda No.16 Tahun 2002 Satpol PP dan Instansi terkait
harus lebih meningkatakan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan
memberikan uang kepada anak jalanan. Dengan adanya kerjasama yang baik
antara Satpol PP dengan Instansi terkait dapat memberikan pembinaan khusus
bagi anak jalanan yang mana memberikan motivasi, pembinaan serta
penyuluhan serta arahan dalam memberikan keterampilan bagi anak jalanan
sehingga anak jalanan dapat membuat hasil karya sendiri dan menjadi mandiri.
Jadi, masyarakat tidak lagi terganggu dengan keberadaan anak-anak jalanan
tersebut.

Dalam menjalankan tugas Satpol PP membuat strategi dengan sebaik-
baiknya agar setiap dilakukannya razia tidak terjadi kebocoran dan bisa
menjamin kerahasiaan jadwal kegiatan razia, sehingga tidak mudah bocor dan
diketahui terlebih dahulu oleh para koordinator gelandagan, pengemis dan anak
jalanan.
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